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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br> Berkembangnya hukum internasional telah merubah prinsip kedaulatan, ia tidak

dapat dijadikan alasan bagi suatu pemerintah negara untuk tidak memberikan perlindungan hak asasi

manusia kepada penduduknya. Doktrin intervensi humaniter yang ada, masih menimbulkan keresahan di

kalangan komunitas masyarakat internasional. Berangkat dari hal tersebut timbulah gagasan doktrin

Responsibiliy to Protect R2P untuk memberikan justifikasi baru terhadap intervensi kepada suatu negara

yang telah nyata gagal untuk melindungi penduduknya dari 4 empat kejahatan, yakni: genosida, war crimes,

crimes against humanity, dan ethnic cleansing. Penelitian ini lantas menganilis mengenai tindakan kejahatan

berat yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar serta kemungkinan ASEAN untuk menerapkan doktrin

R2P tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil

yang diperoleh dari penelitian ini adalah dimungkinkannya ASEAN untuk menerapkan R2P kepada

pemerintah Myanmar, sebab pemerintah Myanmar telah terbukti melakukan dan memenuhi unsur ndash;

unsur dari tindakan kejahatan berat genosida dan crimes against humanity yang diatur pada hukum

internasional yang merupakan syarat ndash; syarat untuk diadakannya R2P. Pemerintah Myanmar juga

dinilai tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menjadi pelaku kejahatan itu

sendiri, maka tanggung jawab tersebut dapat berpindah kepada komunitas internasional dalam hal ini ialah

ASEAN.<b>ABSTRACT</b><br>  As the international law develops, sovereignty now cannot be deemed

as granting impunity for the government to not protect their citizen s human rights. Humanitarian

intervention doctrine is still lacks of support from the international community. Departing from that, the

Responsibiliy to Protect R2P comes to serve a new justification for a State who is failed to protect its citizen

from 4 four violations, such as genocide, war crimes, crimes against humanity, and ethnic cleansing. This

study thus seeks to analyse gross violation that happen to ethnic Rohingya in Myanmar along with

possibility of implementing R2P by ASEAN. The method used in this study is normative method study. This

study then found the possibility of ASEAN to implement R2P for Myanmar s government, due to its action

and fulfilment of the elements of gross violation genocide and crimes against humanity that stipulated in

international law as the requirements of R2P implementation. Myanmar s government might be judged for

has no capability to comply its responsibility to protect and becomes the perpetrator itself. Subsequently, the

responsibility may devolve to international community especially ASEAN for this case.
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